
JAKARTA (KR) - Transaksi

pembayaran virtual melalui

Quick Response Code Indone-

sian Standard (QRIS) dan e-

Money seperti e-toll tidak dike-

nakan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) 12 persen. PPN 12 persen

hanya akan dikenakan pada ni-

lai barangnya, bukan pada sis-

tem transaksinya.

“Hari ini ramai QRIS. Itu juga

tidak dikenakan PPN. Jadi

QRIS tidak ada PPN. Sama se-

perti debit card transaksi yang

lain,” tegas Menko Bidang Pere-

konomian  Airlangga Hartarto

di Kota Tangerang Banten,

Minggu (23/12). Diketahui, PPN

resmi naik dari 11 menjadi 12

persen yang mulai berlaku efek-

tif 1 Januari 2025 mendatang.

Airlangga menjelaskan, QRIS

sudah digunakan di berbagai

negara di Asia, termasuk Indo-

nesia, Singapura, Malaysia,

Vietnam, dan Thailand. Masya-

rakat yang bertransaksi me-

nggunakan QRIS di Indonesia

atau di negara yang sudah 
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JAKARTA (KR) - Negara diminta untuk memberikan

keadilan yang berimbang kepada korban terutama bagi

kalangan bawah. Mengingat masih banyaknya ketimpan-

gan dari sistem keadilan yang diberikan oleh penegak

hukum di Indonesia bagi masyarakat kalangan bawah.

“Oleh karena itu, tema besar haul ke-15 Gus Dur ini da-

pat menjadi gerbang pembuka untuk tumbuhnya keadi-

lan di Indonesia. Ini menjadi fenomena no viral, no justice, 
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AKHIR tahun 2024 menjadi momen penuh perenungan
bagi masyarakat Indonesia, mengingat 20 tahun peristiwa
tsunami Aceh 2004 yang menghancurkan wilayah tersebut.
Tragedi ini menjadi salah satu bencana alam terbesar yang
pernah dialami Indonesia, menewaskan lebih dari 230 ribu
orang dan meninggalkan luka mendalam bagi bangsa.
Kini, bayang-bayang ancaman bencana kembali muncul

dengan adanya prediksi seorang peramal,  yang menyebut
kemungkinan terjadi tsunami megathrust di Jawa, bahkan
Jakarta. Pernyataan ini memicu keresahan di tengah ma-
syarakat. Sementara ada peringatan Kepala BMKG ten-
tang cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir di
Jakarta pada akhir tahun ini. 
Namun, penting untuk memisahkan fakta ilmiah dari

spekulasi tak berdasar.
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HAUL KE-15 GUS DUR

Yenny Soroti Ketimpangan Sistem Keadilan

SENIN WAGE

SOLO (KR) - Ribuan

orang mantan anggota

Jamaah Islamiyah (JI) dari

Keresidenan Surakarta,

Kedu dan Semarang men-

deklarasikan pembubaran

diri di Solo Jateng. Dekla-

rasi yang dibacakan bersa-

ma-sama tersebut, salah

satunya mendukung (sa-

mi’na wa atho’na) terha-

dap pembubaran Al-Ja-

maaj Al-Islamiyah di Bogor

Jabar, pada 30 Juni 2024.

Selain itu, pada dekla-

rasi tersebut, 1.400 orang

perwakilan mantan anggo-

ta JI siap kembali ke

pangkuan Negara Kesa-

tuan Republik Indonesia

(NKRI) dan terlibat aktif

mengisi kemerdekaan ser-

ta menjauhkan diri dari

paham dan kelompok ek-

strem atau tatharruf.

Mereka juga menyata-

kan siap mengikuti per-

aturan hukum yang ber-

laku di NKRI serta ber-

komitmen dan konsisten

untuk menjalankan hal-

hal yang merupakan kon-

sekuensi logis.

Kepala Detasemen Khu-

sus (Densus) 88 Anti-Teror

Polri Inspektur Jenderal

Polisi Sentot Prasetyo 
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● DUA bapak lansia
tetangga saya bermaksud
memetik nangka di depan
rumah memakai galah.
Tetapi yang diunduh keliru
sarang tawon ndhas. Ak-
hirnya tawon bubar me-
nyerang dua bapak itu. Sa-
lah satu bapak bersembu-
nyi di dalam mukena yang
sedang dijemur. Namun
tawon tetap menunggunya
dan punggung bapak itu
disengat tawon juga.
(Pujiyati, Dukuh RT 06 RW
03 Bumirejo, Lendah Ku-
lonprogo 55661)-f

KR-Antara/Mohammad Ayudha
Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah melaksanakan Salat Ashar di
sela mengikuti Deklarasi dan Sosialisasi Puncak Pembubaran Jamaah
Islamiyah (JI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah.

DEKLARASI PEMBUBARAN DI SOLO

Ribuan Mantan JI Kembali ke Pangkuan NKRI

JAKARTA (KR) - Ketua

MPR RI Ahmad Muzani me-

ngatakan, rencana pemba-

ngunan Museum Rasulullah

di Indonesia menjadi ikon

penting bagi umat Islam di

Indonesia maupun dunia, se-

bagai pusat penguatan nilai-

nilai ajaran Rasulullah.

“Pembangunan Museum

Rasulullah akan menjadi

ikon penting, tidak hanya

bagi umat Islam di Indo-

nesia, tetapi juga dunia se-

bagai pusat pembelajaran

dan penguatan nilai-nilai

ajaran Nabi Muhammad

SAW,” kata Muzani di Ja-

karta, Minggu (22/12).

Pernyataan itu disampai-

kan Muzani saat bertemu

Sekretaris Jenderal (Sekjen)

Liga Muslim Dunia Mo-

hammad Bin Abdulkarim

Al-Issa di Mekkah, Arab

Saudi, Sabtu (21/12). Dalam

pertemuan di Kantor Pusat

Liga Muslim Dunia itu,

Muzani bersama Al-Issa

membahas berbagai isu

strategis terkait dunia

Islam, termasuk perdamai-

an, kemanusiaan, dan pe-

nguatan konsep Islam mod-

erat atau wasatiyyat Islam.

Muzani mengatakan, ren-

cana pembangunan Mu-

seum Rasulullah di Indo-

nesia yang digagas oleh Liga

Muslim Dunia dan Komjen

Pol (Purn) Syafruddin Kam-

bo itu telah mendapatkan

dukungan dari Presiden

Prabowo Subianto. Untuk

itu, ia menyampaikan apre-

siasi atas berbagai Program

Liga Muslim Dunia, terma-

suk rencana pembangunan

Museum Rasulullah di

Indonesia.
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KR-Antara/HO-MPR
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bertemu
Sekjen Liga Muslim Dunia Mohammad Bin
Abdulkarim Al-Issa di Mekkah, Arab Saudi.

MUSEUM RASULULLAH DI INDONESIA

Jadi Ikon Penting Umat Islam

KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho
ARUS MUDIK NATAL: Petugas mengatur arus lalu lintas kendaraan yang melintasi Jalan Tol Fungsional Klaten-Prambanan di
Gerbang Tol Prambanan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (22/12/2024). Berdasarkan data PT Jasamarga Jogja Solo
(JMJ) dari pukul 06.00 WIB-12.00 WIB, arus kendaraan yang melintasi Jalan Tol Fungsional Klaten-Prambanan baik masuk atau
keluar dari Gerbang Tol Prambanan sebanyak 8.843 kendaraan. 

TERBANYAK DARI INDONESIA TIMUR

312 Sengketa Pilkada 2024 Masuk MK
JAKARTA (KR) - Perkumpulan untuk Pemilu dan

Demokrasi (Perludem) mencatat terdapat 312 permo-

honan sengketa perselisihan hasil pemilihan guber-

nur, bupati dan walikota atau sengketa Pilkada 2024

yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah

tersebut merupakan rekapitulasi yang diambil dari

situs resmi MK per Jumat (20/12).

“Dari data itu ada 312 permohonan, berasal dari

pemilu bupati, walikota dan gubernur,” kata Peneliti

Perludem Ajid Fuad Muzaki saat menyampaikan pa-

paran dalam diskusi daring bertajuk ‘Potret Awal

PHP-Kada 2024’ di Jakarta, Minggu (22/12).

Pihaknya merinci dari jumlah tersebut permohon-

an terbanyak berasal dari sengketa pemilihan bupati,

dengan permohonan 241 perkara atau 77,2 persen

dari total permohonan. Permohonan terbanyak selan-

jutnya berasal dari sengketa pemilihan walikota 49

perkara (15,7 persen). Kemudian, permohonan yang

paling sedikit adalah sengketa pemilihan gubernur

sebesar 22 perkara (7,1 persen).

Ajid Fuad menyebut banyaknya permohonan seng-

keta Pilkada 2024 yang diajukan ke MK menun-

jukkan tingginya perhatian dan partisipasi masyara-

kat dalam proses demokrasi serta menunjukkan,

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah

(PHPKada) menjadi tahapan yang cukup penting un-

tuk menjaga integritas dan keadilan dalam pilkada.
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SOAL KENAIKAN PPN 12 PERSEN

Gerindra-PDIP Saling Sindir
JAKARTA (KR) - Fraksi Partai Gerindra DPR RI

menyindir PDI Perjuangan seperti lempar batu sem-

bunyi tangan saat bersikap mengenai kenaikan pajak

pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Padahal, saat itu,

Ketua Panitia Kerja (Panja) mengenai kenaikan PPN

12 persen adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua

Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.

“PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka

lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal ke-

naikan PPN 12 persen itu,” kata anggota Fraksi Partai

Gerindra DPR RI Bahtra Banong dalam keterangannya

di Jakarta, Sabtu (21/12).

Oleh karena itu, ia mengatakan, sikap PDIP saat ini

yang memiliki sentimen negatif terhadap keputusan pe-

merintah Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan

PPN merupakan hal yang tidak layak diperlihatkan

kepada publik.

“Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mere-

ka. Bahkan Ketua Panja adalah kader mereka. Kenapa

sekarang ramai-ramai mereka tolak?” ujarnya.

Menurut Bahtra, PDIP seharusnya memberikan apre-

siasi kepada Presiden Prabowo karena bertanggung

jawab melaksanakan kebijakan PPN 12 persen tersebut.

“Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo karena

berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang

diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, terma-

suk oleh PDIP pada saat itu,” sindir Bahtra Banong.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI

Wihadi Wiyanto mengatakan kebijakan kenaikan PPN

12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU)

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
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KR-Antara/Muhammad Ramdan
Menteri Agama Nasaruddin Umar (kiri) berbin-
cang dengan Alissa Qotrunnada Munawaroh
Wahid (kanan) saat menghadiri Haul ke-15 Gus
Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan.


